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BAB II 

KEWENANGAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN DAN TEORI 

MASLAHAH ‘A >MMAH 

 

A. Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan 

1. Tindakan Administrasi Pemerintahan 

Kekuasaan pemerintahan adalah kekuasaan negara di luar 

kekuasaan legislatif dan yudisial.
1
 Dengan kekuasaan tersebut dalam 

melakukan aktifitasnya, pemerintah melakukan dua macam tindakan. 

yaitu tindakan biasa (feitelijkehandelingen) dan tindakan hukum 

(rechthandelingen).
2
 Dalam hal ini, yang menjadi bahasan penting dalam 

Hukum Administrasi Negara adalah tindakan hukum pemerintah.  

Berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan, bahwa yang dimaksud dengan tindakan 

pemerintahan  adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau 

penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan atau tidak 

melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan.
3
 

Tindakan hukum pemerintah adalah tindakan yang dilakukan oleh 

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka melaksanakan 

                                                           
1.Philipus M.Hadjon dalam Titik Triwulan Tutik, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara 
Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2011), 307.  
2
 Ibid, 308. 

3
 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 angka 8. 
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urusan pemerintahan.
4
 Dalam negara hukum, setiap tindakan 

pemerintahan harus berdasarkan atas hukum. Karena dalam negara 

terdapat prinsip wetmatigheit van bestuur atau yang biasa disebut dengan 

asas legalitas. Asas ini menentukan bahwa tanpa adanya dasar wewenang 

yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

maka aparat pemerintahan tidak akan memiliki wewenang yang dapat 

mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum 

masyarakatnya.
5
 

Hal ini berarti bahwa tindakan hukum pemerintahan itu pada 

dasarnya adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka 

melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Atau, dalam rangka mengatur dan 

melayani kepentingan umum yang dikristalisasikan dalam ketentuan 

undang-undang yang bersangkutan. Ketentuan undang-undang ini, pada 

akhirnya akan melahirkan kewenangan tertentu bagi pemerintah untuk 

melakukan tindakan hukum tertentu.
6
 Oleh karena kewenangan ini hanya 

diberikan kepada organ pemerintahan tertentu, dan tidak kepada pihak 

lain, maka tindakan hukum pemerintahan itu pada dasarnya bersifat 

sepihak, bukan hasil persetujuan dengan pihak yang dikenai tindakan 

hukum tersebut.
7
 

                                                           
4
 Ibid, 309. 

5
 Ibid, 310.  

6
 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara,  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 119.   

7
 Ibid, 119.  
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Menurut Prayudi Atmosudirjo, bahwa setiap pejabat pemerintahan 

dalam melakukan tindakannya dalam rangka menjalankan tugas, fungsi 

dan kewajibannya, harus memenuhi beberapa hal berikut ini :  

1. Efektifitas : kegiatannya harus mengenai sasaran atau tujuan yang 

telah ditetapkan dan direncanakan; 

2. Legitimitas : kegiatan administrasi negara harus dapat diterima oleh 

masyarakat setempat; 

3. Yuridikitas : bahwa kegiatan administrasi negara tidak boleh 

melanggar hukum dalam arti luas; 

4. Legalitas : bahwa tidak boleh ada suatu tindakan administrasi negara 

yang dilakukan tanpa dasar hukum/ketentuan undang-undang; 

5. Moralitas : bahwa tindakan pemerintah harus menjunjung tinggi 

moral dan etika umum; 

6. Efesiensi : dalam arti bahwa tindakan administrasi negara itu harus 

hemat biaya dan produktifitasnya wajib diusahakan; 

7. Teknis dan teknologi yang setinggi-tingginya wajib dipakai untuk 

mengembangkan atau mempertahankan mutu prestasi yang sebaik-

baiknya.
8
     

Walaupun tindakan hukum pemerintah mengharuskan adanya 

aturan hukum sebagai legalitasnya, tetapi tidak selalu setiap tindakan 

pemerintah tersedia peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. 

Dapat terjadi dalam kondisi tertentu, terutama ketika pemerintah harus 

                                                           
8
 Prayudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta; Ghalia Indonnesia, 1994), 83-84.  
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bertindak cepat untuk menyelesaikan persoalan konkret dalam 

masyarakat, sementara peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tentang permasalahan tersebut belum tersedia. Dalam kondisi seperti ini, 

kepada pemerintah diberikan kebebasan bertindak ( discresionare power ) 

yaitu melalui Freiss Ermessen, yang diartikan sebagai salah satu sarana 

yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan 

administrasi negara untuk melakukan tindakan hukum pemerintahan 

tanpa harus terikat sepenuhnya dengan undang-undang.
9
 

Suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh aparat administrasi 

negara berdasarkan wewenang istimewa dalam hal membuat suatu 

ketetepan atau keputusan bertujuan untuk mengatur hubungan antar 

administrasi negara dan warga masyarakat. Adapun kewenangan yang 

menyangkut perbuatan mengeluarkan keputusan (beschikking) yaitu 

wewenang dalam hal memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara 

adalah Peradilan Tata Usaha Negara.
10

  

Pemerintah, atau yang disebut sebagai Badan atau Pejabat Tata 

Usaha Negara menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jucto Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah yang diberi tugas oleh peraturan 

perundang-undangan untuk mengurus berbagai segi kehidupan 

                                                           
9
 Titik Triwulan Tutik, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha 

Negara,310.  
10

 Ibid, 311-312. 
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masyarakat.
11

 Dalam undang-undang ini diterangkan bahwa wewenang 

untuk melakukan perbuatan hukum pemerintah, dikelompokkan dalam 

tiga macam perbuatan, yaitu :  

a. Mengeluarkan keputusan (beschikking) 

b. Mengeluarkan peraturan (regeling) 

c. Melakukan perbuatan materiil (meteriele daad ) 

Pada umumnya, tindakan hukum pemerintah yang berupa 

keputusan (beschikking) ini –sebagaimana yang disebutkan dalam 

Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 

Pasal 1 angka 7- adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
12

 

Dengan demikian, bahwa setiap tindakan hukum pemerintah yang 

dilakukan, harus selalu dilandaskan pada wewenang yang melekat 

padanya, sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan perundang-

undangan,  sebagai legalitas bahwa tindakan pemerintah tersebut tidak 

melampaui wewenangnya.   

2. Kewenangan Pemerintah 

Secara umum, kewenangan merupakan kekuasaan untuk 

melakukan tindakan hukum publik, yang dijabarkan sebagai hak untuk 

                                                           
11

 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Tata 

Usaha Negara 
12

  Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 
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menjalankan pemerintahan  dan hak untuk dapat secara nyata 

mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi pemerintah.
13

 

Dalam Bahasa Belanda, wewenang atau kewenangan disebut 

sebagai ‚bevoegdheid‛ yang artinya wewenang atau berkuasa. Wewenang 

adalah hal yang sangat penting dalam Hukum Administrasi Negara, 

sebab, pemerintahan baru mendapatkan fungsinya setelah kewenangan 

yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan 

wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun 

terkait dengan kewenangan itu, dapat dilihat dari apa yang diamanahkan 

oleh konstitusi negara yang melegitimasi kepada Badan Publik dan 

Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Dengan kata lain, bahwa 

wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-

undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.
14

 

Berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan, kewenangan pemerintah adalah kekuasaan 

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya 

untuk bertindak dalam ranah hukum publik.
15

 

Dalam konteks Hukum Administrasi Negara, tindakan hukum 

pemerintah itu menciptakan hubungan hukum antara penguasa sebagai 

subjek yang memerintah dan warga masyarakat sebagai objek yang 

diperintah. Pemerintah, dalam hal ini melaksanakan bestuurzorg, yaitu 

                                                           
13

 Safri Nugraha, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta; FHUI, 2007), 29-30.  
14

 SF, Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, 
(Yogyakarta; Liberty, 1997), 154.  
15

 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan  
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menyelenggarakan kepentingan umum yang dijalankan oleh penguasa 

yang mempunyai wewenang untuk itu.
16

 Bahwa tujuan dituangkannya 

wewenang pemerintah dalam peraturan perundang-undangan adalah agar 

kekuasaan pemerintah itu mempunyai landasan hukum dan tidak berlaku 

sewenang-wenang. Tanpa adanya wewenang yang sah secara hukum, 

maka tidak akan melahirkan keputusan yang sah. 

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidaklah 

sama dengan kekuasaan (macht). Menurutnya, kekuasaan hanya 

menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Dalam hukum, 

wewenang bermakna sebagai hak dan kewajiban. Dalam kaitannya 

dengan otonomi daerah misalnya, hak mengandung pengertian untuk 

mengatur sendiri dan mengelola sendiri secara horizontal, sedangkan 

kewajiban secara vertikal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan 

pemerintahan sebagaimana mestinya. Untuk hal ini, vertikal berarti 

kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan 

negara secara keseluruhan.
17

 

Adapun sifat-sifat dari wewenang pemerintahan adalah :  

1. Terikat pada suatu masa tertentu. 

2. Tunduk pada batas materi kewenangan tertentu. 

3. Tunduk pada  wilayah berlakunya wewenang. 

 

                                                           
16

 Safri Nugraha, Hukum Admiistrasi Negara, 35-36. 
17

 Bagir Manan, Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah, 
Makalah pada Seminar Nasional, FH Unpad, Bandung, 13 Mei 2000, 1-2.  
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Wewenang Badan dan atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh :  

a. Masa atau tenggang waktu wewenang; 

b. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang; dan 

c. Cakupan bidang atau materi wewenang.  

Berdasarkan ini, Badan dan atau Pejabat Pemerintahan yang telah 

berakhir masa atau tenggang waktu wewenangnya, tidak dibenarkan 

mengambil keputusan atau tindakan.
18

 

Seiring dengan pilar utama negara hukum, yakni dengan 

mengutamakan asas legalitas, berdasarkan prinsip ini bahwa wewenang 

pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Secara teoritik, 

kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut 

diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi dan mandat.  

Berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan Pasal  11 menyebutkan bahwa kewenangan 

itu diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi dan mandat.
19

 

a. Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-

                                                           
18

 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 
19

 Ibid. Pasal 11.  
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Undang.
20

 Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh 

Wewenang melalui Atribusi apabila:
21

 

1. Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang; 

2. Merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; 

dan 

3. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan. 

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh 

Wewenang melalui Atribusi, tanggung jawab kewenangan 

berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang 

bersangkutan. Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, 

kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.
22

 

b. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan 

tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya 

kepada penerima delegasi.
23

 Kewenangan delegasi bukanlah 

kewenangan baru, karena kewenangan delegasi ada karena ada 

                                                           
20

 Ibid. Pasal 1 angka 22 
21

 Ibid. Pasal 12 ayat 1.  
22

 Ibid. Pasal 12 ayat 2 dan 3.  
23

 Ibid. Pasal 1 angka 23. 
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kewenangan atribusi. Badan dan atau Pejabat Pemerintahan 

bisa mendapatkan kewenangan delegasi apabila :  

1. Diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya; 

2. Ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan 

Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan 

3. Merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah 

ada.
24

 

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh 

Wewenang melalui Delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dapat mensubdelegasikan Tindakan kepada Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan lain dengan ketentuan: a) dituangkan 

dalam bentuk peraturan sebelum Wewenang dilaksanakan;b) 

dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan c) 

paling banyak diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan 1 (satu) tingkat di bawahnya.
25 Sementara itu, 

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan 

Delegasi dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah 

diberikan melalui Delegasi, kecuali ditentukan lain dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan.
26

 

                                                           
24

 Ibid. Pasal 13 ayat 2. 
25

 Ibid.Pasal 13 ayat 4. 
26

 Ibid. Pasal 13 ayat 5.  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

34 
 

c. Mandat yaitu pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan 

tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada 

pemberi mandat.
27

 Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 

memperoleh Mandat apabila: 

1. Ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di 

atasnya; dan 

2.  Merupakan pelaksanaan tugas rutin. Pejabat yang 

melaksanakan tugas rutin terdiri atas: a) Pelaksana harian 

yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang 

berhalangan sementara; dan b) Pelaksana tugas yang 

melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang 

berhalangan tetap. 

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan 

Mandat kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain 

yang menjadi bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus 

menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 

yang memberikan Mandat. Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menggunakan 

                                                           
27

 Ibid. Pasal 1 angka 24.  
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sendiri wewenang yang telah diberikan melalui Mandat, 

kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan 

perundangundangan.  

Dalam hal pelaksanaan wewenang berdasarkan Mandat 

menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, 

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan 

Mandat dapat menarik kembali wewenang yang telah 

dimandatkan.Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang 

memperoleh wewenang melalui Mandat tidak berwenang 

mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat 

strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada 

aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang 

melalui Mandat tanggung jawab Kewenangan tetap pada 

pemberi Mandat.
28

 

Dalam hal terjadi Sengketa Kewenangan di lingkungan 

pemerintahan, kewenangan penyelesaian Sengketa Kewenangan berada 

pada antar atasan Pejabat Pemerintahan yang bersengketa melalui 

koordinasi untuk menghasilkan kesepakatan, kecuali ditentukan lain 

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal penyelesaian 

Sengketa Kewenangan  menghasilkan kesepakatan, maka kesepakatan 

                                                           
28

 Ibid. Pasal 14 ayat 3,4,5,6,7 dan 8.  
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tersebut mengikat para pihak yang bersengketa sepanjang tidak 

merugikan keuangan negara, aset negara, dan/atau lingkungan hidup. 

Dalam hal penyelesaian Sengketa Kewenangan  tidak menghasilkan 

kesepakatan, penyelesaian Sengketa Kewenangan di lingkungan 

pemerintahan pada tingkat terakhir diputuskan oleh Presiden. 

Penyelesaian Sengketa Kewenangan  yang melibatkan lembaga negara 

diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal Sengketa 

Kewenangan menimbulkan kerugian keuangan negara, aset negara, 

dan/atau lingkungan hidup, sengketa tersebut diselesaikan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.
29

 

3.Perizinan 

Berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan, bahwa yang dimaksud dengan izin adalah 

keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud 

persetujuan atas permohonan masyarakat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.
30

 

Secara yuridis, pengertian izin dan perizinan tertuang dalam 

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bahwa izin adalah 

dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan 

peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, 

                                                           
29

 Ibid. Pasal 16 ayat 1,2,3,4,5 dan 6.  
30

 Ibid. Pasal 1 angka 19. 
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menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk 

melakukan usaha atau kegiatan tertentu.  Adapun mengenai pengertian 

perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku 

usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar 

usaha.
31

 

Dengan demikian, secara sederhana perizinan merupakan upaya 

mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang menimbulkan 

gangguan pada kepentingan umum. Adapun mekanismenya, yaitu melalui 

penerapan prosedur ketat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk 

menyelenggarakan suatu pemanfaatan tertentu. Dengan kata lain, bahwa 

perizinan adalah salah satu bentuk pelaksaaan fungsi pengaturan dan 

bersifat pengendalian yang dimiliki pemerintah, yang merupakan 

mekanisme pengendalian administratif terhadap kegiatan yang dilakukan 

oleh masyarakat.
32

 

Perizinan adalah bagian dari campur tangan pemerintah terhadap 

pengendalian langsung mengenai sumber daya tertentu untuk 

mewujudkan suatu kehidupan masyarakat yang sejahtera. Sebagaimana 

dilansir oleh Lemaire dalam bukunya Het Recht in Indonesie, bahwa 

negara menyelenggarakan kewajibannya yang merupakan bestuurszorg33
 

dalam sebuah welfare state.
34 

                                                           
31

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu.  
32

 Adrian Sutedi, Hukum Perizinan, 173.  
33

 adalah penyelenggaraan kesejahteraan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah.  
34

 yaitu suatu negara hukum modern yang memperhatikan kepentingan seluruh rakyat.  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

38 
 

Izin ini merupakan instrumen yang paling sering digunakan dalam 

lingkup hukum administrasi Negara. Pemerintah menggunakan izin 

sebagai sarana untuk mengendalikan tindakan masyarakat. Bahwa yang 

dimaksud dengan izin adalah perkenan dari pemerintah bagi suatu 

tindakan yang karena suatu alasan kepentingan umum, mengharuskan 

pengawasan khusus dari pemerintah.
35

 

Sehingga, dengan mendasarkan pada tindakan-tindakan 

administrasi Negara pada suatu sistem perizinan, maka pembuat undang-

undang dapat mencapai tujuan  dari pemberian izin itu sendiri, yakni : 

a. Keinginan mengarahkan atau mengendalikan terhadap aktifitas-

aktifitas tertentu; 

b. Mencegah bahaya bagi lingkungan (seperti izin lingkungan); 

c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (seperti izin tebang, izin 

membongkar, dan lain sebagainya); 

d. Hendak membagi benda-benda yang sifatnya terbatas (seperti izin 

untuk penghunian); 

e. Memberikan pengarahan dengan cara menyeleksi, yaitu izin dimana 

seorang yang hendak izin harus memiliki syarat-syarat tertentu.
36

  

Adapun sifat-sifat izin menurut Adrian Sutedi dalam Hukum 

Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, menyebutkan yakni :  

                                                           
35

 E.Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara, (Bandung; Alumni, 1979), 77.  
36

 Philipus M.Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, ( Yogyakarta; Gajah Mada 

University Press, 2001), 141.  
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1) Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai suatu keputusan tata usaha 

Negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum 

tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar 

kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.  

2) Izin bersifat terikat, yaitu izin sebagai keputusan tata usaha 

Negara yang penerbitannya terikat pada aturan hukum tertulis  

dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar 

kebebasan dan kewenangannya tergantung pada kadar sejauh 

mana peraturan perundang-undangan mengaturnya. Misalnya izin 

yang berkaitan dengan usaha industri dan lain sebagainya.  

3) Izin yang bersifat menguntungkan, merupakan izin yang isinya 

mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan. Seperti 

Surat Izin Mengemudi (SIM) dan sebagainya. 

4) Izin yang bersifat memberatkan, adalah izin yang isinya 

mengandung unsur-unsur yang memberatkan dalam bentuk 

ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengannya. Misalnya 

pemberian izin bagi perusahaan tertentu. 

5) Izin yang segera berakhir, adalah izin yang berhubungan dengan 

tindakan-tindakan yang akan segera selesai, atau izin yang masa 

berlakunya relatif pendek, seperti izin mendirikan bangunan 

(IMB), yang hanya berlaku saat bangunan didirikan dan berakhir 

saat selesai didirikan.  
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6) Izin yang berlangsung lama, yaitu izin yang berhubungan dengan 

tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif 

lama. Seperti izin usaha industri atau izin yang berhubungan 

dengan lingkungan.  

7) Izin yang bersifat pribadi, adalah izin yang isinya tergantung pada 

sifat atau kualitas pribadi dari pemohon izin. Seperti izin 

mengemudi yakni dengan SIM. 

8) Izin yang bersifat kebendaan, merupakan izin yang isinya 

tergantung pada sifat dan objek izin.
37

 

Pejabat Pemerintahan yang berwenang dapat menerbitkan Izin, 

Dispensasi, dan/atau Konsesi dengan berpedoman pada AUPB dan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38

 Sebagaimana 

tercantum dalam undang-undang administrasi pmerintahan, bahwa 

perizinan ada tiga, yaitu :  

a. Izin. Adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang 

sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
39

 Keputusan Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Izin apabila: 

1. Diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan; dan 

                                                           
37

 Adrian Sutedi, Hukum Perizinan, 173-175.  
38

 Ibid. Pasal 39 ayat 1.  
39

 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 angka 19. 
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2. Kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang 

memerlukan perhatian khusus dan/atau memenuhi ketentuan 

peraturan perundang-undangan.
40

 

b. Konsesi yaitu Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang 

sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan dengan selain Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 

dalam pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam dan 

pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
41

 Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 

berbentuk Konsesi apabila: 

1. Diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan; 

2. Persetujuan diperoleh berdasarkan kesepakatan Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan dengan pihak Badan Usaha Milik Negara, 

Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau swasta; dan 

3. Kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang 

memerlukan perhatian khusus.
42

 

c. Dispensasi adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang 

sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat yang 

merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah sesuai 

                                                           
40

 Ibid. Pasal 39 ayat 2.  
41

 Ibid, Pasal 1 angka 20. 
42

 Ibid. Pasal 39 ayat 4. 
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dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43 Keputusan Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Dispensasi apabila: 

1. Diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan; dan 

2. Kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan 

pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah.
44

 

Izin, Dispensasi, atau Konsesi yang diajukan oleh pemohon wajib 

diberikan persetujuan atau penolakan oleh Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya 

permohonan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan.
45

 Izin, Dispensasi, atau Konsesi tidak boleh 

menyebabkan kerugian negara.
46

 

 

B. Pengusahaan Pertambangan dalam Islam 

1. Landasan Pengusahaan Pertambangan dalam Islam 

Di dalam al-Qur’an sebagai sumber utama hukum Islam, 

mengungkapkan secara jelas mengenai adanya bahan mineral bumi yang 

dapat dieksplorasi untuk kepentingan dan memenuhi kebutuhan hidup 

manusia. Sebagaimana dalam firman Allah QS. Al-Hadid ayat 4, yaitu : 

                                                           
43

 Ibid. Pasal 1 angka 21.  
44

 Ibid. Pasal 39 ayat 3.  
45

 Ibid. Pasal 39 ayat 5. 
46

 Ibid. Pasal 39 ayat 6. 
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‚Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: kemudian 
Dia bersemayam di atas ´arsy.Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam 
bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan 
apa yang naik kepada-Nya [1454]. dan Dia bersama kamu di mama saja 
kamu berada. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.‛ (QS Al-
Hadid : 4) 

 

Ayat  tersebut memberikan gambaran dan isyarat yang 

merangsang manusia untuk melakukan eksplorasi kekayaan alam. Bahwa 

apa yang masuk dalam bumi dan keluar dari padanya memberikan 

petunjuk adanya sesuatu yang tersimpan dalam perut bumi yang perlu 

diteliti dan dimanfaatkan manusia.
48

 

Bahkan ada ayat yang menerangkan secara lebih detail yaitu :  

.

‚Dan tiada sama (antara) dua laut; yang ini tawar, segar, sedap 
diminum dan yang lain asin lagi pahit. dan dari masing-masing laut 
itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat 
mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya, dan pada 
masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut 
supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu 
bersyukur.‛ (QS. Fathir : 12) 
 

                                                           
47

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Diponegoro, 2012), 57;4.  
48

 Titik Triwulan Tutik dan Trianto, Perkembangan Sains dan Teknologi Berwawasan 
Lingkungan Perspektif Islam, (Jakarta: Lintas Pustaka Publisher, 2008), 33.  
49

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 35;12.  
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Isyarat dari ayat ini adalah  adanya kekayaan alam yang 

terpendam di lautan, seperti mutiara, dan perhiasan-perhiasan lainnya, 

serta beberapa mineral seperti batubara, besi, mangan, chrom, nikel, 

timah, tembaga, minyak bumi, gas alam dan lain sebagainya.
50

  

Islam sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin mengatur segala 

ketentuan tentang kehidupan manusia dari segala lini, bahkan aspek 

pertambangan dan pengelolaannya. Islam, sebagai sebuah syari’at 

mengatur sistem nilai. Nilai tertingginya adalah mewujukan 

kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Dengan pertimbangan itu, kiranya 

pengaturan tentang pengelolaan pertambangan yang dimaksudkan untuk 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara umum adalah upaya ideal 

yang sesuai dengan prinsip Islam. Dengan catatan, bahwa baik eksplorasi 

maupun eksploitasi bahan mineral tambang tidak merusak lingkungan dan 

membahayakan ekosistem, sebab, perusakan terhadap bumi dan isinya 

merupakan larangan Tuhan Yang Maha Esa, yang sesuai dengan firman-

Nya, yaitu : 

‚Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati 
batas. Yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak Mengadakan 
perbaikan". (QS. Asy Syuara : 151-152) 

  

                                                           
50

  Titik Triwulan Tutik dan Trianto, Pengembangan Sains dan Teknologi Berwawasan 
Lingkungan Perspektif Islam, 33.  
51

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 26: 151-152.  
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Terkait dengan tata cara pengelolaan pertambangan, dalam Islam 

dikenal kepemilikan umum dan kepemilikan individual. Kepemilikan 

umum ini didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad 

bin Hanbal dari  seorang kaum Muhajirin, yaitu : ‚Kaum muslimin 

bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal, yaitu air, padang 

gembala dan api‛.
52

 Adapun yang dimaksud dengan kepemilikan umum 

atau kepemilikan kolektif adalah izin Allah kepada suatu kelompok 

manusia tertentu untuk sama-sama memanfaatkan benda. Terkait dengan 

hal ini, ada dua jenis barang tambang. Yaitu barang tambang yang 

terbatas dan barang tambang yang tidak terbatas jumlahnya. Barang 

tambang yang terbatas merupakan milik pribadi yang dapat dikenai pajak, 

sedangkan barang tambang yang tidak terbatas merupakan milik umum. 

Bahwa yang disebut sebagai ‚barang tambang milik umum‛ adalah 

barang tambang yang kegunaannya digunakan oleh seluruh kelompok 

masyarakat sebagai kepentingan pokok.
53

 

Barang tambang sebagai bagian dari sumber daya alam harus 

dijaga kelestariannya. Sekalipun sumber daya alam tersebut pada 

akhirnya harus dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Pengelolaan 

barang tambang ini, oleh hukum Islam juga diatur. Yaitu bahwa 

pengelolaan barang tambang pada umumnya menjadi tanggung jawab 

individu dan tanggung jawab kolektif, tergantung pada jenis dan 

                                                           
52

 Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, (Beirut : Dar al-Kutub, 1998), 425.  
53

 Hizbut Tahrir, Struktur Negara Khilafah: Pemerintahan dan Administrasi, (Jakarta: Islam 

Press,2006), 212.  
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kualifikasi barang tambangnya. Sedangkan kaitannya dengan lingkungan 

hidup, bahwa eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan terhadap barang 

tambang –dalam hal ini adalah mineral dan batubara- haruslah tidak 

menyebabkan kerusakan ekosistem, lingkungan hidup dan kehidupan 

sosial.
54

 

Barang yang tambang yang tidak terbatas dan menjadi 

kepemilikan umum ini dikelola oleh Negara dan hasilnya didistribusikan 

secara langsung kepada masyarakat dan sebagiannya digunakan untuk 

kepentingan Negara.  

Pengelolaan pertambangan oleh Pemerintah maupun pihak  yang 

diserahi oleh Pemerintah untuk melakukan izin pengusahaan 

pertambangan seyogyanya memperhatikan lingkungan dan tidak 

melakukan pengrusakan terhadap lingkungan. Perizinan dan pengawasan 

yang ketat terhadap pelaksanaan eksploitasi selayaknya bisa dijalankan 

dengan lancar sesuai peraturan perundangan yang ada. 

 

  

2. Teori Maslahah 

a. Pengertian Maslahah 

Secara etimologis, arti dari ‚al-mas{lahat‛ adalah kebaikan, 

kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan dan kepatutan. Kata 

                                                           
54

 Titik Triwulan Tutik, Pengembangan Sains dan Teknologi Berwawasan Lingkungan, 99-122.  
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ini, adakalanya  dilawankan  dengan kata ‚al-mafsadat‛ yang 

mengandung makna kerusakan.
55

  

Adapun secara istilah, ‚al-mas{lahat‛ diberi beragam definisi oleh 

beberapa ulama us{ul fiqh. Al-G{azali misalnya, memberikan pengertian 

bahwa yang dimaksud dengan mas{lahat  adalah memelihara dan 

mewujudkan tujuan hukum Islam yang berupa memelihara agama, jiwa, 

akal budi, keturunan dan harta kekayaan. Ia menegaskan, bahwa setiap 

sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi dari salah satu 

dari kelima hal tersebut dinilai sebagai mafsadat.  

Maka, mencegah dan menghilangkan sesuatu yang dapat 

mengganggu dan merusak salah satu dari kelima hal tersebut  termasuk 

dalam kualifikasi mas{lahat.
56

Sementara itu, Najmuddin al-Thufi 

menyebut bahwa mas{lahat adalah sebab yang membawa pada kebaikan 

dan kebermanfaatan, baik yang berhubungan dengan ibadah maupun 

muamalah.
57

  

Bahwa hukum Islam compatible bagi segala kebutuhan dan 

tuntutan kehidupan manusia. Fondasi bangunan hukum Islam itu 

direpresentasikan oleh kemaslahatan  yang ditujukan bagi kepentingan 

hidup manusia sebagai hamba Allah, baik yang menyangkut kehidupan 

                                                           
55

 Ismail Ibn Hammad al-Jauhari, al-S{ihah Ta>j al-Lug{ah wa S{ihah al-‘Arabiyyah, (Beirut : Dar al-

Ilm al-Malayin, 1956 M), 384.  
56

 Abu Hamid Muhammad al-G{azali, al-Mustasfa> min ‘Ilm al-Us{u>l, Juz 1,  (Beirut: Muassasah al-

Risalah, 1997), 416-417. 
57

 Najmuddin al-Thufi, Syarh ‘Arbai>n al-Nawawiyah, (Beirut : Dar al-Fikr al-Arabi, 1964), 211.  
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dunia maupun akhirat. Oleh karenanya,  mewujudkan mas{lahat menjadi 

tujuan utama hukum Islam.
58

  

Kemas{lahatan yang dikandung oleh hukum Islam ini bermakna 

bahwa dalam setiap aturan hukum, hukum Islam selalu mentransmisikan 

kemaslahatan sehingga timbullah kebaikan dan kebermanfaatan serta 

terhindarkan dari kerusakan, yang pada gilirannya terealisasi dalam 

bentuk kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi.
59

Sebab, mas{lahat 

itu sesungguhnya adalah memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan 

hukum Islam yang berupa kebaikan dan kebermanfaatan. Maka, mas{lahat 

pada hakikatnya ialah sumbu peredaran dan perubahan hukum Islam, 

dimana interpretasi teks-teks yang menjadi sumber hukum Islam 

bermuara pada aspek kemaslahatan.
60

 

Mas{lahat, sebagaimana disebut sebagai sebuah prinsip, konsep dan 

bahkan teori, tidak serta merta menjadi suatu landasan dalam menetapkan 

hukum Islam- Sebagaimana diketahui bahwa sebagian ulama 

menyebutkan mas{lahat sebagai salah satu sumber hukum Islam, 

sementara ulama lainnya tidak. Satu persoalan yang muncul dalam 

mas{lahat adalah kaitannya dengan kasus-kasus yang hukumnya didapat 

atas pertimbangan yang sesuai rasional yang tidak didukung oleh bukti 

tekstual (teks suci). Kemaslahatan yang demikian ini dinamakan 

                                                           
58

 Yusuf Qardhawi, Madkhal li Dira>sat al-Syari>’ah al-Isla>miyah, (Kairo : Maktabah Wahbah, 

2001 ), 58.  
59

 Ibid,59.  
60

 Ali  Hasaballah, Us{u>l al-Tasyri>’ al-Isla>mi>, (Mesir : Dar al-Ma’arif, 1964 ), 257. 
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‚mas{lahat al-mursalah‛. Sebagian besar ahli us{ul fiqh menolak  

kesimpulan apapun yang tidak didukung oleh teks, meskipun dimotivasi 

oleh kepentingan umum atau sebaliknya.  

b. Kedudukan Maslahah dalam Hukum Islam 

Ulama Malikiyah  dan ulama Hanafiyah berpendapat, bahwa 

maslahat merupakan hujjah dan dalil hukum Islam. Berikut 

argumentasinya :  

1. Adanya perintah dalam al-Qur’an surat al-Nisa ayat 59, yaitu :  

Artinya : ‚Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 

Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu 

berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada 

Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar 

beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih 

utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya‛.( QS.4 :59) 

 

Dimana perintah dari ayat di atas adalah agar mengembalikan 

persoalan yang diperselisihkan kepada al-Qur’an dan Sunnah dengan 

cara mengambil dalil bahwa perselisihan itu terjadi kerena ia 

merupakan masalah baru yang tidak ditemukan dalilnya dalam al-

Qur’an dan Sunnah.  Untuk memecahkan masalah yang demikian, 

selain dapat ditempuh melalui qiyas (metode analogi), juga dapat 

ditempuh melalui metode lainnya, seperti istis{lah (mencari maslahat). 
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 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, ( Jakarta : Diponegoro, 2007), 4: 59. 
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Sebab, tidak semua persoalan dapat diselesaikan dengan 

menggunakan qiyas. Dengan begitu, ayat tersebut secara tidak 

langsung juga memerintahkan untuk mengembalikan persoalan baru 

yang dihadapi  kepada al-Qur’an dan Sunnah dengan berdasarkan pada 

prinsip maslahat yang ada.
62

 

2. Hadis yang diriwayatkan oleh Muadz bin Jabal, yaitu :  

.
63

 

Artinya : ‚ Diriwayatkan dari al-Harits bin Amru, saudara al-

Mughirah bin Syu’bah, yang diterima dari sekelompok ulama Hims, 

kawan-kawan Muadz bin Jabal, diberitakan bahwa saat Rasulullah 

saw. hendak mengutus Muadz ke Yaman (sebagai hakim) , beliau 

bertanya : ‚Bagaimana kamu memutuskan hukum apabila ada suatu 

perkara diajukan kepadamu?‛ ia menjawab : ‚saya akan memutuskan 

berdasarkan al-Qur’an‛. Beliau bertanya lagi : ‚apabila kamu tidak 

mendapatinya dalam al-Qur’an?‛ ia menjawab : ‚ saya akan 

memutuskan hukum dengan sunnah.‛ Beliau bertanya lagi : ‚apabila 

kamu tidak mendapatinya di dalam sunnah?‛ ia menjawab : ‚saya 

akan berijtihad dengan ra’yu saya, dan saya tidak akan berpaling.‛ 

Lalu Rasulullah saw. menepuk dadanya  seraya berkata : ‚segala Puji 
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 Wahbah Zuhaili, Us{u>l Fiqh al-Isla>mi>, Juz 2, 761. 
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 Abu Daud, Sunan Abu> Da>wud, (Beirut: Dar al-Fikr,t.t), 412.  
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bagi Allah yang telah melimpahkan bimbingan-Nya kepada utusan 

Rasulullah saw. ‚ (HR. Abu Daud, Ahmad dan al-Darimi) 

 

Dalam kondisi kasus yang tidak ada percontohannya yang hukumnya 

sudah ditegaskan oleh al-Qur’an atau Sunnah, tentu ujtihad tidak 

dapat dilakukan melalui qiyas. Dalam kondisi yang demikian, maka 

metode istis{lah, yaitu menjadikan mas{lahah sebagai dasar 

pertimbangan penetapan hukum Islam, merupakan pilihan yang paling 

tepat. Dengan demikian, restu Rasulullah kepada Muadz untuk 

melakukan ijtihad juga sebagai restu bagi kebolehan mujtahid 

mempergunakan metode istis}lah dalam berijtihad.
64

 

3. Tujuan pokok penerapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan 

kemaslahatan bagi umat manusia. Kemaslahatan manusia akan selalu 

berubah dan bertambah sesuai dengan kemajuan zaman. Dalam 

kondisi semacam ini, akan banyak timbul masalah baru yang 

hukumnya belum ditegaskan oleh al-Qur’an dan Sunnah. Kalaulah 

pemecahan masalah baru itu hanya ditempuh melalui metode qiyas 

maka akan terjadi banyak masalah baru yang tidak dapat diselesaikan 

oleh hukum Islam. Hal ini menjadi persoalan yang serius, maka untuk 

mengatasi hal tersebut dapat ditempuh dengan metode ijtihad, 

diantaranya dengan istis{lah. 

4. Di zaman sahabat, banyak muncul masalah baru yang belum pernah 

terjadi pada zaman Rasulullah. Untuk mengatasi hal ini, sahabat 
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banyak melakukan ijtihad berdasarkan mas{lahah. Cara semacam ini 

sudah menjadi konsensus para sahabat.
65

 

Sebaliknya, ulama Syafi’iyah dan ulama Hanabilah berpandangan 

bahwa mas{lahah tidak bisa dijadikan sebagai hujjah  dan dalil hukum 

Islam dengan argumentasi sebagai berikut :  

a. Mas{lahah ada yang dibenarkan  oleh hukum Islam, tetapi ada yang 

ditolak dan ada yang diperselisihkan atau tidak ditolak dan tidak pula 

dibenarkan. Mas{lahah mursalah termasuk dalam kategori mas{lahah 

yang diperselisihkan. Penyikapan mas{lahah sebagai hujjah berarti 

mendasarkan penerapan hukum Islam terhadap sesuatu yang 

meragukan dan mengambil satu diantara dua kemungkinan tanpa 

disertai dalil yang mendukung.  

b. Sikap menjadikan mas{lahah  sebagai hujjah menodai kesucian hukum 

Islam dengan memperturutkan hawa nafsu dengan dalih mas{lahah. 

Dengan cara ini, akan banyak penerapan hukum Islam yang 

didasarkan atas kepentingan hawa nafsu. Sebab, dunia terus 

berkembang  dan akan muncul hal-hal baru  yang oleh nafsu bisa jadi 

dipandang sebagai mas{lahah, padahal oleh syara’ itu membawa 

mafsadah.  

c. Hukum Islam telah lengkap dan sempurna. Menjadikan maslahah  

sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam berarti secara tidak 
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langsung tidak mengakui karakter kelengkapan dan kesempurnaan 

hukum Islam.
66

 

Argumentasi ulama yang menolak mas{lahah sebagai dasar 

penetapan hukum Islam ini dijawab oleh ulama yang sepakat 

menggunakan mas{lahah sebagai hujjah dengan tiga argumentasi. Pertama, 

bahwa tidak benar jika dikatakan, memandang masl{ahah  sebagai hujjah 

berarti mendasarkan hukum Islam pada keraguan. Sebab, mas{lahah  itu 

ditentukan melalui sekian banyak dalil dan dasar pertimbangan sehingga 

menghasilkan dhann yang kuat. 

Kedua, bahwa tidaklah benar jika dikatakan penetapan hukum 

Islam berdasarkan mas}lahah berarti penetapan hukum berdasarkan hawa 

nafsu. Sebab, untuk dapat dijadikan sebagai hujjah, mas}lahah itu harus 

memenuhi persyaratan (kualifikasi) tertentu. Jadi, bukan mas}lahah yang 

sembarang dan tanpa dasar. Kualifikasi itulah yang akan menjadi 

pengendali sehingga tidak terjadi penyalahgunaan. 

Ketiga, bahwa Islam memang telah lengkap dan sempurna. 

Namun, yang dimaksud lengkap dan sempurna di sini adalah pokok-pokok 

ajarannya dan prinsip-prinsip hukumnya. Hal tersebut tidak berarti 

semuanya sudah ada hukumnya. Sebagai buktinya, banyak masalah baru 

yang hukumnya belum disinggung oleh al-Qur’an dan Sunnah, yang baru 

diketahui hukumnya setelah melalui proses ijtihad. Sehingga, ijtihad 
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 Badran Abu al-‘Ainain, Ushul Fiqh al-Islamy, ( Iskandariyah : Muassasah Syabab al-
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untuk menetapkan hukum suatu persoalan baru dengan menggunakan 

istis{lah amat diperlukan untuk menjamin dan membuktikan bahwa Islam 

itu lengkap dan sempurna. Maka, menggunakan mas{lahah sebagai hujjah 

tidak akan menafikan universalitas, keluasan dan keluwesan hukum Islam. 

Bahkan sebaliknya, yakni dengan menggunakan mas{lahah, prinsip-prinsip 

hukum Islam itu dapat terealisasikan.
67

 

Dengan mendasarkan pada pengakuan hukum syara’ atas 

mas{lahah ini, mas{lahah dibagi menjadi tiga, yaitu :   

a) Al-mas}lahah al-mu’tabarah adalah mas{lahat yang diakui secara 

eksplisit oleh syara’  dan ditunjukkan oleh dalil yang spesifik. Para 

ulama sepakat bahwa mas}lahat dalam kategori ini merupakan hujjah 

syar’iyyah yang valid dan otentik.  

b) Al-mas{lahah al-mulg{ah merupakan mas{lahat yang tidak diakui oleh 

syara’, bahkan ditolak dan dianggap bat{il.  

c) Al-mas{lahah al-mursalah adalah maslahat yang tidak diakui secara 

eksplisit oleh syara’ dan tidak pula ditolak dan tidak dianggap batil 

oleh syara’. 
68

 

Adapun syarat-syarat penggunaan mas{lahah sebagai hujjah 

menurut Imam Malik –sebagaimana dikutip oleh Abu Zahrah dalam 

bukunya ‚Us{ul Fiqh‛- yaitu :  

                                                           
67

 Ibid, 121-125.  
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 Wahbah al-Zuhaili, Us{u>l Fiqh al-Isla>mi>, Juz 2, (Beirut : Dar al-Fikr,  1986), 452.  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

55 
 

1) Kelayakan diantara kebaikan yang digunakan secara pasti oleh 

orang-orang yang menggunakan mas{lahah dan tujuan syara’. 

Mas}lahah itu tidak meniadakan dalil-dalil pokok yang telah 

ditetapkan serta tidak berlawanan dengan dalil qat’i.  

2) Hendaknya mas}lahah  dapat diterima secara rasional di dalam 

keadaannya terhadap permasalahan, yaitu permasalahan yang 

sesuai secara akal.
69

 

c. Sejarah dan Perkembangan Teori Mas{lahah 

Konsep mas{lahat pertama kali dikenalkan oleh Imam Malik, 

sebagai pendiri madzhab Maliki. Beliau  mengadopsi kesimpulan-

kesimpulan yang merespon kepentingan-kepentingan umum tanpa ada 

dukungan dari teks.
70

 Selanjutnya, ide ini direspon oleh al-G}azali, 

Izzuddin Ibn Abd al-Salam, Najmuddin al-Thufi, al-Syat{ibi sebagai 

generasi yang berbeda masa, dan banyak ulama lainnya yang 

menggunakan teori ini sebagai sebuah pedoman untuk menentukan 

hukum Islam sehingga pemahaman bahwa setiap hukum syara’ itu 

mengandung mas{lahat, dapat diterima semua orang, bahkan di kalangan 

awam.
71

 

Dalam pemikiran Izzuddin Ibn Abd al-Salam mas{lahah dibedakan 

menjadi tiga macam, yaitu : (1) maslahah  yang terkandung dalam urusan 
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 Abu Zahrah, Us}u>l Fiqh, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), 221.  
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 Wael B. Hallaq, A History of Islamic Legal Theory  terj. Sejarah Teori Hukum Islam, ( Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2001), 165.  
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 Asmawi, Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di 
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    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

56 
 

yang bersifat boleh/halal;  (2) mas}lahah yang terkandung dalam urusan 

yang bersifat sunnah; dan (3) mas{lahah yang terkandung dalam urusan 

yang bersifat wajib. Adapun mafsadah dibedakan menjadi dua macam, 

yaitu : (1) mafsadah  yang terkandung dalam urusan yang bersifat 

makruh; (2) mafsadah yang terkandung dalam urusan yang bersifat 

haram.
72

 

Lebih dari itu, ia memandang bahwa secara definitif, mas{lahah 

dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama, mas{lahah dalam arti 

denotatif (makna haqi>qi>) yaitu bermakna kesenangan dan kenikmatan. 

Kedua, mas}lahah dalam arti konotatif (makna maja>zi>) yang merupakan 

media yang mengantarkan kepada kesenangan, kebaikan dan kenikmatan. 

Dengan demikian, bisa saja terjadi bahwa media yang mengantarkan 

kepada mas{lahah itu berupa mafsadah sehingga diperintahkan atau 

dibolehkan, bukan karena kedudukannya sebagai mafsadah, tetapi sebagai 

sesuatu yang mengantarkan kepada mas}lahah.
73

 

Bahwa baik mas}lahah maupun mafsadah itu bertingkat-tingkat. 

Bertingkat-tingkatnya mas}lahah membawa implikasi bertingkat-

tingkatnya keutamaan di dunia dan di akhirat. Begitu pula dengan 

be\rtingkat-tingkatnya mafsadah,  membawa  implikasi bertingkat-

tingkatnya dosa dan hukuman di dunia dan di akhirat.
74

 Masih menurut 
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 Izzuddin Ibn Abd al-Salam, Qawa>id al-Ahka>m fi> Mas}a>lih al-Ana>m, Juz 1, (Beirut : Dar al-Jail, 
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Izzuddin Ibn Abd al_Salam, bahwa mas{lahah dibedakan menjadi dua 

kategori, yaitu mas{lahah ‘a>mmah dan mas}lahah khas}s{ah.
75

 

Pertama, mas{lahah ‘a>mmah adalah mas}lahah yang 

pemeliharaannya menentukan kebaikan dan kesejahteraan segenap 

masyarakat atau sebagian besar masyarakat, tanpa melihat satuan-satuan 

individu. Kedua, mas}lahah khas}s}ah adalah mas}lahah yang 

pemeliharaannya menentukan kebaikan dan kesejahteraan yang bersifat 

individual, dari yang bersifat individual ini akan mengarah pada kebaikan 

dan kesejahteraan yang bersifat kolektif (publik).
76

 

Selanjutnya, Abu> Isha>q al-Sya>t}ibi> mengkategorikan mas{lahah 

menjadi tiga macam, yaitu d{aru>riyyah, ha>jiyyah dan tahsi>niyyah. 

Pertama, d{aru>riyyah adalah sesuatu yang tidak boleh tidak, harus ada 

demi tegaknya kebaikan dan kesejahteraan, baik yang menyangkut urusan 

duniawi maupun ukhrawi. D{aru>riyyah ini mencakup upaya memelihara 

agama, jiwa, keturunan, harta kekayaan dan akal budi.
77

 

Kedua, ha>jiyyah adalah sesuatu yang dibutuhkan dari sisi 

kemampuannya mendatangkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan. 

Dimana ha>jiyyah ini dibutuhkan sebagai penyempurna d}aru>riyyah untuk 

menghilangkan kesusahpayahan sehingga tercipta keseimbangan dan 
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kewajaran, serta tidak menimbulkan ekstremitas.
78

Ketiga, tahsi>niyyah 

adalah sesuatu yang berkenaan dengan memperhatikan kebiasaan-

kebiasaan yang baik dan menghindari kebiasaan-kebiasaan yang buruk, 

berdasarkan pertimbangan akal sehat. 
79

 

Said Ramadha>n al-But{i>, dalam bukunya D{awa>bit{ al-Mas{lahah fi> 

Syari>’ah al-Isla>miyah, menyebutkan bahwa dimana saja didapati 

mas}lahah, di situlah hukum Allah dan dimana saja ada hukum Allah, di 

situlah terdapat mas}lahah.
80

 Pernyataan senada juga banyak dinyatakan 

oleh ulama lainnya. Bahwa mas}lahah itu adalah syari’at menjadi 

termanifestasikan pada sejumlah teori dan kaidah  hukum Islam. Dalam 

teori hukum Islam misalnya, termanifestasikan dalam istihsa>n, sad 

dzari>’ah, dan ‘urf. Adapun dalam kaidah hukum Islam yaitu :  

a. Al-as}l fi> al-mana>fi’ al-hill wa fi> al-mad{ar al-man’u. Pada prinsipnya  

segala yang bermanfaat itu halal dan segala yang mengandung 

mudzarat itu haram. 

b. La d{arar wa la d{irar. Tidak boleh mendatangkan madzarat kepada diri 

sendiri dan tidak boleh mendatangkan madzarat kepada orang lain.  

c. Al-d{arar Yuza>lu.  Yang mengandung kemadzaratan harus dihilangkan. 

d. Al-d}arar la yuza>l mithlih> . suatu madzarat tidak boleh dicegah dengan 

mudzarat lain yang setara. 
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e. Yutahammal al-d}arar al-khas{s>  li> daf’ al-d{arar al-‘a>mm. Suatu 

madzarat yang terbatas/spesifik dapat diterima demi menghindari 

mudzarat yang tak terbatas/meluas. 

f. Al-d}arar al-asydad yuza>l bi al-d}arar al-akhaff. Suatu madzarat yang 

lebih ringan dapat diterima demi menghindari madzarat yang lebih 

berat.  

g. Al-tas}arruf ‘ala al-ra’iyyah manu>t bi al-mas}lahah. Tindakan 

/kebijakan terhadap masyarakat harus dikaitkan dan diikatkan dengan 

maslahat.
81

 

Maka, untuk memperoleh pemahaman yang benar  dan otentik 

tentang mas}lahah, Ahmad Raisuni menawarkan kerangka berfikir sebagai 

berikut. Pertama, mas}lahah dipandang sebagai sesuatu yang mengandung 

kebaikan dan kemanfaatan bagi manusia, baik dalam arti individual 

maupun dalam arti kolektivitas. Kedua, mas{lahah dipandang sebagai 

upaya mencegah atau menghilangkan madzarat. Ketiga, mas}lahah 

dipandang sebagai segala sesuatu yang dibutuhkan oleh dan bermanfaat 

bagi manusia yang berwujud secara variatif, dimana varian yang esensial 

itu adalah maslahah agama, jiwa, keturunan, akal pikiran dan mas}lahah 

harta kekayaan.  Keempat,  mas}lahah dan madzarat dipandang sebagai 

sesuatu yang bervariasi, baik peringkatnya maupun bobotnya, maka 

mempertimbangkannya harus sesuai dengan kualifikasi d}aru>riyyah, 
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ha>jiyyah maupun tahsi>niyyah-nya. Kelima, mas}lahah dipandang sebagai 

sesuatu yang relatif, terikat oleh ruang dan waktu. Boleh jadi sesuatu 

yang dipandang sebagai mas}lahah ternyata dalam perkembangannya 

dipandang sebagai mafsadah, atau sebaliknya. Keenam, sebagai 

konsekuensinya, maka ada pembedaan mas}lahah menjadi mas{lahah yang 

umum-universal dan mas}lahah yang khusus-partikular. Ketujuh, 

mempertimbangkan mas}lahah yang dampaknya lebih luas dengan 

menghindari mafsadah yang lebih sedikit. Dengan pertimbangan ini, 

maka mas}lahah  yang dapat diaplikasikan hanyalah yang valid dan 

otentik. 
82

 

Tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan syariah adalah realisasi 

maslahat bagi manusia. Semua teks suci syari’ah dan aturan hukumnya 

hanya bertujuan realisasi mas}lahah sekaligus eliminasi mafsadah. Maka 

merespon semua teks suci dengan berorientasi mas}lahah adalah suatu 

keharusan. Penerapan interpretasi teks suci yang berorientasi mas}lahah ini 

pada gilirannya akan mengeliminasi prasangka kontradiksi antara teks 

suci dengan nas}s}. Adapun pelaksanaannya adalah dengan memperhatikan 

mas}lahah yang dikandung oleh teks suci tersebut. Hal ini menuntut suatu 

pola ‚membumikan‛ teks , yang merupakan suatu kerangka acuan yang 

menetukan kapan teks itu diterapkan dan kapan tidak diterapkan, serta 
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kapan tidak diterapkan, sekaligus kapan sesuatu itu dikecualikan dari 

cakupan teks tersebut.
83

 

d. Penerapan Teori Mas{lahah dalam Hukum Positif 

Hukum- dalam doktrin agama Islam- mengatur sagala sesuatu 

sesuai dengan kehendak Tuhan. Ide hukum yang mencakup segalanya 

menjadi karakter utama hukum Islam dalam kehidupan ini. Ia merupakan 

worldview yang didasarkan atas premis-teologis bahwa Negara dan 

agama tidak dapat dipisahkan. Sejak awal pembentukannya, hukum Islam 

dalam kenyataannya tidak membedakan antara persoalan hubungan 

Tuhan dengan manusia maupun hubungan manusia dengan manusia 

lainnya. Oleh karenanya, semua wilayah sisi kehidupan manusia menjadi 

bagian dari hukum.
84

 

Dalam wacana implementasi hukum Islam, hal yang menarik 

untuk dipaparkan adalah mengenai pandangan aliran modernism Islam 

dan fundamentalisme Islam. Moderenisme Islam memandang bahwa 

doktrin yang berhubungan dengan masalah-masalah muamalah hanya 

bersifat umum, sehingga ijtihad harus digalakkan. Pandangan dasar ini 

sangat erat kaitannya dengan persoalan hukum yang akan diberlakukan 

dalam Negara. Dalam pandangan modernism Islam, hukum Islam yang 
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akan dilaksanakan adalah ‚hukum Islam yang modern yang sesuai dengan 

konteks Negara yang bersangkutan- dalam hal ini adalah Indonesia.‛.
85

 

Sedangkan fundamentalisme Islam memandang bahwa doktrin 

yang berhubungan dengan masalah-masalah muamalah telah terperinci. 

Bahwa ruang gerak ijtihad terbatas sehingga aliran ini menghendaki 

adanya penerapan syari’ah secara keseluruhan sebagai hukum yang 

berlaku secara langsung dalam Negara tanpa harus disesuaikan dengan 

perubahan zaman dan tempat.
86

 

Perbedaan pandangan aliran ini diwacanakan secara terus-menerus 

oleh pakar hukum Indonesia, bahkan sejak Negara ini diproklamirkan. 

Tentu saja hukum Islam merupakan bagian dari hukum Indonesia, sebab, 

sesuai dengan sila pertama Pancasila dan pasal 29 ayat 2 UUD 1945. 

Bahwa hukum Islam memainkan peranan yang penting dalam membentuk 

dan membina ketertiban sosial umat Islam dan mempengaruhi segala segi 

kehidupan masyarakat Indonesia sebagai sebuah Negara yang mayoritas 

penduduknya muslim.   

Dengan demikian, objektifisasi hukum Islam dapat ditemukan 

basis-teoritisnya terletak pada teori mas}lahah.  Dalam menghadapi 

masalah yang baru di tengah kehidupan masyarakat, penerapan teori 

mas}lahah merupakan metode ijtihad yang paling tepat. Bahwa syari’at 
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Islam sebagai hukum yang berasal dari wahyu Ilahi akan memberi jiwa 

kepada hukum nasional yang dihormati oleh warga Negara yang meyakini 

kebenarannya secara doktriner-keagamaan.
87

  

Lebih dari itu semua, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa suatu 

peraturan perundang-undangan suatu Negara harus mengandung nilai-

nilai kemanfaatan dan bertujuan pada kemaslahatan umum. Jika peraturan 

perundang-undangan tersebut mengandung unsure kemadharatan –yang 

berimplikasi pada kerusakan kehidupan berbangsa dan bernegara- maka 

peraturan tersebut  harus dibatalkan dan diganti dengan peraturan 

perundang-undangan lain yang lebih mengutamakan kemaslahatan 

umat.
88

 

Dalam konteks demikian, aplikasi teori mas}lahah merupakan 

pilihan strategis dalam kontekstualisasi sekaligus objektifisasi hukum 

Islam dalam tatanan hukum nasional dalam bingkai Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI). Berkaitan dengan mas{lahah yang dijadikan 

sebagai model integrasi hukum Islam dalam hukum nasional ini , dapat 

diambil kesimpulan bahwa ini adalah pilihan strategis yang jauh dari 

resistensi sosial-politik.  

Selanjutnya, teori mas{lahah ini akan menjadi pisau analisis pada 

pembahasan selanjutnya terhadap kewenangan izin usaha pertambangan 

dalam undang-undang mineral dan batubara, dimana aturan yang 
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mengatur perizinan usaha pertambangan ini akan diuraikan dengan 

mencari makna kontekstual dan kesesuaiannya dengan kemaslahatan 

umum yang dikandung oleh aturan perundang-undangan tersebut.  

 


